
 
 

 

BUPATI SELUMA 

PROVINSI BENGKULU 
 

PERATURAN BUPATI SELUMA 

NOMOR     02   TAHUN 2019 
 

TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH   
 KABUPATEN SELUMA 2019 - 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SELUMA, 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b  Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi 2015 – 2019, seluruh Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah menyusun Road Map Reformasi 
Birokrasi di masing-masing instansi;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, 

Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten 
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
  6. 

 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 



  
 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Tahun 5587),  sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-UndangNomor  9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5679); 

  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Tahun 5887); 
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Tahun 

6041); 
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 
2025; 

  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah; 

  12. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019; 
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata 

Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kabupaten Seluma Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 6); 
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma 

Tahun 2016 Nomor 8). 
 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG ROAD MAP REFORMASI 
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA 2019 - 2023. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah  adalah Kabupaten Seluma. 



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

3. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma sebagai unsur 
pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah kabupaten. 

4. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari 
tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan 
baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkret, realistis, 

sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, 
perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa. 

5. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah Rancangan Induk 
yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

nasional untuk kurun waktu 2010-2025. 

6. Road Map Reformasi Birokrasi adalah  bentuk operasionalisasi 
Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan 

dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan 
rencana rinci Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke 

tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran 
pertahun yang jelas. 

7. Program Quick Wins adalah program dalam pelaksanaan 
reformasi birokrasi yang stategis dan memiliki dampak/hasil 

positif dalam jangka waktu cepat secara langsung bagi 
perbaikan birokrasi. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN  TUJUAN  
 

Pasal 2 
 

(1) Maksud dilaksanakannya penyusunan Road Map    

Reformasi  Birokrasi adalah : 

a. sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah 
agar dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, 

konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan; 

b. menjadi instrumen yang akan memandu perubahan 
sesuai dengan karakteristik yang dimiliki; 

c. menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh 
kegiatan Reformasi Birokrasi; 

d. menjadi instrumen yang memberikan petunjuk tentang 
perubahan yang dilakukan dalam rangka Reformasi 

Birokrasi; dan 

e. menjadi dokumen yang menjadi acuan perubahan 
birokrasi di setiap Unit Kerja. 

(2) Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi      
adalah : 

a. mewujudkan kesamaan pemahaman semua pihak yang 
terlibat dalam semua program Reformasi Birokrasi; dan 

b. memudahkan efektifitas dan koordinasi pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan monitoring. 

 

 



BAB III 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 3 

Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 
meliputi konsolidasi rencana aksi  program dan kegiatan 

Reformasi Birokrasi yang terdiri dari:  
a. Permasalahan dan upaya mengatasinya. 
b. Pencapaian yang telah ada. 

c. Rencana aksi program dan kegiatan, sasaran, area 
perubahan, waktu pelaksanaan dan tahapan kerja, rencana 

anggaran serta penanggung jawab. 
d. Program quick wins. 

e. Kriteria keberhasilan. 

BAB IV 

ROAD  MAP  REFORMASI BIROKRASI 
 

Pasal 4 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan 

pedoman dalam melaksanakan 9 (sembilan) Program 
Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   tercantum dalam 

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma . 

Ditetapkan di  Tais 
pada tanggal    7  Januari  2019 

 

                                                                            BUPATI SELUMA, 
                                                                                               

         
 

 
          H. BUNDRA JAYA 

Diundangkan di Tais 

pada tanggal     7   Januari      2019 
 

       SEKRETARIS DAERAH, 
 

 
 

 
                    IRIHADI                 
BERITA  DAERAH  KABUPATEN  SELUMA TAHUN  2019  NOMOR...02 


